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LEMSANEG. Hasil Pemetaan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI BIDANG PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Lembaga Sandi Negara tentang Hasil Pemetaan urusan

Pemerintahan di Bidang Persandian;

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (LembaranNegara  Nepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 -tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDINEGARA TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI
BIDANG PERSANDIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.



